BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama ini menjadi
mimpi banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka mengenai good
governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka
membayangkan bahwa dengan Good Governance mereka akan dapat memiliki
kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan
bahwa dengan memiliki praktek govermance yang lebih baik maka kualitas
pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah,
dan pemerintahan semakin peduli dengan kepentingan warga.

Bahkan MPR telah mengeluarkan ketetatapan MPR Nomor XI/MPR/1998
tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.1 Dan ketetapan Nomor VIIMPR/2001 tentang rekomendasi arah
kebijakan negara yang bersih dan bebas dari KKN’. Dari aspek legislasi telah
pula diundangkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi’, meskipun demikian bidang hukum/penegakan hukum

masih jauh dari harapan banyak orang karena aparat penegak hukum betum dapat

! Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme

2 Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan negara yang bersih dan

 bebas dari KKN.



menjadi tempat untuk memperoleh keadilan, kepastian serta memberi
perlindungan. Institusi penegak hukum belum menjadi tempat yang dapat
dipercaya dalam memberikan pelayanan, rasa aman serta suasana tertib.

Keinginan mewujudkan good governance dalam kehidupan pemerintahan
juga telah lama dinyatakan oleh para pejabat pemerintah pusat, propinsi dan
kabupaten/kota. Presiden SBY bertekad menjadikan good governance sebagai
bagian terpenting dari program 100 harinya ketika dilantik sebagai presiden
dengan memberikan instruksi kepada semua menteri untuk pemberantasan KKN
dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Para -Walikota/Bupati serta sejumlah
kalangan diluar pemerintahan juga banyak yang menyatakan ingin mewujudkan
good governance menjadi praktek tata-pemerintahan sehari-hari dilingkungan
mereka.

Mewujudkan good governance di dalam pemerintahan kita bukan hanya
menjadi mitos yang selalu dinyatakan oleh para pejabat pemerintah setiap
berbicara di berbagai forum, tetapi good governance suatu kewajiban sebagai
realita. Kendati good governance mudah disampaikan, tentu tidak mudah untuk
diwujudkan karena sejauh ini konsep good governance sendiri memiliki arti yang
luas dan sering dipahami secara berbeda-beda. Banyak orang menjelaskan good
governance secara berbeda karena tergantung pada konteknya, good governance
sering diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktek KKN. good
governance dinilai terwujud jika pemerintahan mampu menjadikan dirinya
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Dalam proses Demokrasi, good governance sering mengilhami para aktivis
untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas
bagi aktor dan lembaga di luar pemerintahan sehingga ada pembagian peran dan
kekuasaan yang seimbang antara Negara, masyarakat sipil, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan mekanisme pasar. Adanya pembagian peran yang
seimbang dan saling melengkapi antara ketiga unsur tersebut bukan hanya
memungkinkan adanya chek and balance tetapi juga menghasilkan sinergi yang
baik antara ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Good governance sebagai sebuah gerakan juga didorong oleh kepentingan
berbagai lembaga donor dan keuangan internasional untuk memperkuat institusi
yang ada di negara dunia ketiga dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang
dibiayai oleh berbagai lembaga itu. Mereka menilai bahwa, kegagalan-kegagalan
proyek yang mereka biayai merupakan akibat lemahnya institusi pelaksanaan di
negara-negara dunia ketiga yang disebabkan oleh praktek bad governance seperti
tidak transparan, rendahnya partisipasi warga, rendahnya daya tanggap terhadap
kebutuhan warga, diskriminasi terhadap stakeholders yang berbeda, dan
inefisiensi. Karena itu, lembaga keuangan intermasional dan donor sering
mengkaitkan pembiayaan proyek-proyek mereka dengan kondisi atau cirri-ciri
good governance dari lembaga pelaksana.

Dengan banyaknya persepektif yang berbeda dalam menjelaskan konsep

good governance maka tidak mengherankan jika kemudian terdapat banyak
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dasarnya apabila aparat pemerintah melalui bentuk pelayanannya mampu
menciptakan suasana yang kondusif dengan masyarakat maka kondisi yang
semacam itu dapat dikatagorikan sebagai keadaan yang mengarah pada
terselenggaranya asas-asas pemerintahan yang baik (Good Govemance)“. Asas
pemerintahan yang baik dalam implementasinya diwujudkan melalui ketaatan
hukum, tidak memihak, bersikap adil, keseimbangan bertindak, cermat, saling
percaya dan lain-lain. Dengan demikian sesungguhnya pelayanan umum sebagai
hakikat dasar asas dari pemerintahan yang baik menjadi harapan utama
keberadaan lembaga ombudsman.

Membangun good governance adalah menyangkut cara mewujudkan ketiga
karakteristik tersebut dalam praktek pemerintahan sehari-hari. membagi peran
yang proporsional antara pemerintah dengan masyarakat sipil, LSM dan
mekanisme pasar serta mengembangkan sinergi ketiganya. Pemerintah harus
dapat bekerja secara efektif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dapat
melakukan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN. Kemampuan
untuk dapat melakukan ketiga hal tersebut dinilai dapat membantu pemerintah
mewujudkan good governance.

Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk mewujudkan ketiga hal itu dalam
praktek pemerintahan sehari-hari di Indonesia. Tradisi pemerintahan yang ada

sekarang ini masih sangat jauh dari ciri-ciri yang dijelaskan diatas. Pembagian

4 Antomus Sujata, Peranan Ombudsman Dalam Rangka Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Serta
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peran antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah sering masih sangat
timpang dan kurang proporsional sehingga sinergi belum optimal. Kemampuan
pemerintah melaksanakan kegiatan secara efisien, berkeadilan, dan bersikap
responsive terhadap kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas. Praktek KKN
masih terus meggurita dalam kehidupan semua lembaga pemerintahan baik yang
berada di pusat maupun di daerah.

Dalam mengembangkan praktek good govermance, pemerintah perlu
mengambil dan menggunakan strategi yang jitu. Luasnya cakupan persoalan yang
dihadapi, kompleksitas dari setiap persoalan yang ada, serta keterbatasan dan
kapasitas pemerintahan dan juga non-pemerintah untuk melakukan pembaharuan
praktek governance, mengharuskan pemeriﬁtah mengambil pilihan yang strategis
dalam memulai pengembangan praktek good governance. Upaya untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) masih
harus menempuh jalan yang panjang namun betapapun burukya kondisi
penyelenggaraan di Indonesia langkah tersebut harus kita mulai. Selama ini lebih
dari tiga dasawarsa Era Orde Baru peran kekuasaan pemerintah (Ekseiutif)
sungguh amat dominan sehingga masyarakat lebih banyak menjadi objek daripada
subjek. Masyarakat yang semestinya memiliki peran melakukan pengawasan
justru lebih banyak diawasi.

Ombudsman yang ada Indonesia baik itu KON maupun KOD sebagaimana

lembaga serupa di negara-negara lain merupakan institusi pengawasan oleh
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yang sangat luas untuk mengawasi jalannya pemerintahan di Indonesia.

. Mengingat ombudsman sebagai institusi pengawasan yang independen serta
memiliki integritas di daerah demi mewujudkan asas-asas pemerintahan yang
baik di daerah mutlak merupakan suatu kebutuhan. Dengan kata lain
ombudsaman daerah itu perlu segera di bentuk oleh karena itu akan sangat
membantu meningkatkan pengawasan.

Saat ini telah terbentuk komisi ombudsman nasional maupun ombudsman
daerah di Indonesia. Dalam cacatan ombudsman, setidaknya ada lebih dari dua
puluh daerah yang berkehendak membentuk ombudsman daerah’. Tetapi pada
kenyataannya sejauh ini telah ada tiga ombudsman daerah yang dibentuk di
Indonesia. Satu berada pada level propinsi yaitu ombudsman daerah Yogyakarta
dan tiga berada pada level kabupaten /kota yaitu ombudsman kabupaten Asahan,
ombudsman kota Pangkal Pinang dan diikuti oleh ombudsman Kabupaten
Bangka®.

Dengan keberadaan ombudsman kabupaten Bangka tersebut seharusnya
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten sudah tercipta pemerintahan
yang baik (Good Governance), sedangkan untuk pembentukan ombudsman
daerah kabupaten Bangka di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati No. 13 Tahun

2005 tentang pembentukan komisi Ombudsman dacrah Kabupaten Bangka

5 Antonius Sujata, Peranan Ombudsman Dalam Rangka Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Serta
Penyelenggaraxm Pemermtahan yangl Bersnh KomISI Ombudsman Nasional, Jakarta : 2005 hal 11
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(Ombudsman Bangka)’. mekanisme rekruitmen ombudsman Bangka kurang
begitu transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat®. Anggota
ombudsman yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati nomor 13 tahun
2005 ditetapkan sebanyak 4 orang yaitu 1 oang ketua yang merangkap anggota, 1
orang wakil ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota, tapi 1 orang anggota
ombudsman tidak pernah aktif sehingga ombudsman daerah hanya dijalankan
oleh 3 orang anggota, dengan tidak aktifnya anggota ombudsman tersebut
membuktikan bahwa rekruitmen anggota ombudsman yang tidak transparan
mengakibatkan 1 anggota yang dipilih tidak kompeten dalam menjalankan roda
organisasi’. Inisiasi pembentukan ombudsman datang dari beberapa orang saja
yang tergabung dalam KPPOD (Komite Persiapan Pelatihan Ombudsman
Daerah). Anggota KPPOD adalah para alumni pelatihan ombudsman daerah yang
pernah diselenggarakan komisi ombudsman nasional sebelumnya. Sejak dibentuk
pembentukan ombudsman Bangka pada bulan Pebruari 2005 s/d Juni 2006
ombudsman Bangka baru menerima 14 laporan dari Masyarakat semua laporan

tersebut sudah di tindak lanjuti ombudsman, dan hampir semua laporan tersebut

S

7 KH. Masdar F Masudi dkk, Prospek, Peluang dan Tantangan Pengembangan Ombudsman Daerah di
Indonesia, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2006, hal 54

8 KH. Masdar F Masudi dkk, Prospek, Peluang dan Tantangan Pengembangan Ombudsman Daerah di
Indones:a, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2006, hal 77
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tindak ]anjumya dilakukan dengan cara mendatangkan instansi terlapor dan
memberikan saran secara lisan'®.

Rekomendasi ombudsman Bangka yang berasal dari 14 laporan masyarakat
belum dapat dikatakan efektif Meskipun secara lisan anggota ombudsman
menceritakan keberhasilannya, hal tersebut masih perlu verifikasi lebih lanjut
karena tidak didukung data dan dokumen tertulis. Keberhasilan penanganan 14
laporan juga belum cukup valid untuk mengukur efektivitas kerja ombudsman
Bangka secara keseluruhan. Penanganan laporan dilaksanakan secara sederhana.
Mekanisme juga belum sistematis, tidak ada workflow tertulis dan tidak ada buku
registrasi/dokumentasi. Pembagian tugas masing-masing anggota masih belum
jelas. Tidak ada pemabagian tugas dalam devisi-devisi karena memang
‘personilnya yang terbatas.

Dengan adanya laporan dari masyarakat dapat simpulkan bahwa
pelaksanaan good governance yang telah lama di canangkan baik jtu pemerintah
pusat maupun pemerintah ditingkat propinsi kabupaten/kota belum berjalan
dengan optimal. Kepuasan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik
belum bisa dirasakan oleh mereka, Praktek governance dari data tersebut yang
ada sudah menunjukkan bukti bahwa pemerintah kurang begitu serius dalam
menjalankan amanat masyarakat, sehingga masih adanya nasib masyarakat ‘yang

terabaikan oleh penyalahgunaan wewenang,

' KH. Masdar F Masudi dkk, Prospek, Peluang dan Tantangan Pengembangan Ombudsman Daerah di
Indonesia, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2006, hal 77-78




Melihat Masalah pelayanan publik merupakan hal yang sangat mendasar
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ada masyarakat yang melapor
pada pihak ombudsman, maka kinerja pemerintah baik di tingkan pusat, propinsi
dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan. Dengan adanya ombudsaman daerah yang
merupakan perwujudan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan good
governance, begitu juga dengan kabupaten Bangka yang telah membentuk suatu
lembaga pengawas yaitu ombudsman agar dapat meningkatkan pelayanan publik

melalui peran ombudsman daerah ini.

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian diatas dan merupakan suatu permasalahan maka dapat
dirumuskan permasalahannya
1. Bagaimana peran ombudsman daerah Kabupaten Bangka dalam mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik di Pemda Kabupatan Bangka Tahun
2005-2007?
2. Upaya apa yang dilakukan ombudsman dalam meningkatkan perannya?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
a. Tujuan Obyektif

I. Untuk mengetahui peran ombudsman daerash dalam mengawasi
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2. Mengetahuj keberhasilan ombudsman dalam menjalankan fungsinya
sebagai lembaga Pengawas pemerintah,

3. Mengetahyi bagaimana cara  kerja ombudsman dalagm mengatasi
Penyelewengan kekuasaan,

2. Manfaat Penelitian

manfaat sebagai berilyt :
a. Memberikan gambaran yang lebip nyata tentang peran ombudsman dalam

meningkatkan pelayanan publik

lembaga ombudsman
€. Memberikan input yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi
pihak pelaksana dalam hal inj ombudsman

D, KERANGKA DASAR TEOR]
1. Pemerintah Daerah

Sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesja menurut Undang-
Undang Dasar 1945 memberikan  keluasan kepada daerah unk
menyelenggarakan otonomj daerah, dipandang perlu untyk lebih menekankan
pada prinsip-prins“ip demokrasi, peran sertg masyarakat, pemerataan dan keadilan

serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah,
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Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar
negari serta tantangan persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan
otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas nyata, dan
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta potensi dan
keanekaragaman dacrah yang dilaksanakan dalam kerangka Negera Kesatuan
Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah yang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind),
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan kekhasan
suatu daerah dalam sistemn Negara Kesatuan Republik Indonesia

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan
pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman
daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan

kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah di sertai dengan pemberian hak
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Pemerintah dacrah menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 BAB 1
ketentuan umum Pasal 1B adalah:

“pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah
otonom yang lain sebagai badan eksekutif!!”.

Pemerintah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, BAB 1
ketentuan umum Pasal 1B adalah:

“pemerintah daerah adalah penyelenggarasn urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945'%",

Otonomi daerah adalah suatu hal yang telah lama direkomendasikan oleh
para akademisi dalam forum-forum ilmiah dan didambakan oleh para praktisi
dan birokrat-birokrat daerah. Otonomi daerah yang telah lama ditunggu ini,
akhirnya tewujud juga dengan dikeluarkannya Undang undang No 22 Tahun
1999 tentang pemerintah daerah. Akan tetapi setelah hampir dua tahun
pelaksanaan otonomi daerah, masyarakat masih banyak yang kecewa karena
ternyata otonomi daerah belum dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah,
khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bahkan akhirnya Undang
Undang otonomi daerah tersebut direvisi dengan disahkannya Undang Undang

No 32 Tahun 2004.

1 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
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Pemerintahan, Kewenangan tersebut semestinya dipergunakan  uptyk
meningkatkan kualitas Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun
diberlakukannya Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagian kewenangan
tersebut ditarik lagi, akan tetapi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah
daerah tetap-masih sangat besar dalam kaitannya dengan penyelenggaraan
pelayanan publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara teoritis
pelaksaan otonomi daerah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik:

. Otonomi daerah akan memperpendek tingkatan atay Jenjang hirarki
pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan
secara lebih cepat,

2. Otonomi daerah akan memperbesar kewenangan dan keluasan daerah
sehingga pemerintah daerah kabupaten atay kota dapat merumuskan dan
mengimplementasikar kebijakan Yang lebih sesyaj dengan kebutuhan
daerah dan tuntutan masyarakat,

3. Otonomi daerah akan memperpendek penyelenggaraan pemerintah dengan
konstituennya sehingga penyelenggara pemerintah akan dapat merespons

tuntuntan masyarakat secara langsung.
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4. Kedekatan dengan konstituen tersebut juga akan meningkatkan tingkat
akuntabilitas penyelenggara pemerintah karena masyarakat lebih dekat dan
memiliki akses yang lebih besar untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Minimnya pengawasan selama eksperimentasi desentralisasi dan otonomi
daerah tersebut menempatkan pemerintah daerah dan DPRD berada pada
singgasana kekuasaan yang begitu besar dan hampir tanpa pengawasan serta
sistem akuntabilitas yang memadai. Saat ini UU No. 22 Tahun 1999 telah
diganti dengan Undang-Undang pemerintahan daerah yang baru, No. 32 Tahun

2004, Meskipun demikian tampaknya Undang-Undang otonomi daerah yang

baru juga tidak lebih baik dari Undang-Undang sebelumnya. mekanisme dan

sistem pertanggung jawabannya yang dibangun pun lebih bernuansa pada
upaya-upaya untuk melakukan resentralisasi kekuasaan dengan pola-pola
subordinasi pusat daerah. Peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengawasan dan pembangunan sangat terbatas. Oleh karena itu, tanpa
mengurangi sisi positifnya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini tetap saja
mengandung potensi serta memberikan terjadinya penyimpangan dan praktek-
praktek korupsi di daerah. Sampai disini, kehadiran ombudsman daerah menjadi
sangat penting. Keberadaan ombudsman daerah akan menjadi wadah alternatif
bagi masyarakat yang ingin berpartisifasi melakukan pengawasan, termasuk

dalam rangka menyelesaikan konflik-konflik vertikal antara masyarakat dengan
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Pemerintah daergh menurut Maschuri Maschap adalah:

“satuan aparat negara yang berwenang memerintah suaty kesatuan
wilayah tertentu, yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri dalam lingkungan negara, jadi yang dimaksud dengan
pemerintah daerah adalah orang yang memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban
untuk menyelenggarakan Pemerintah di daerahnya!®,

berkaitan dengan pemerintah, Oppeniiem dalam bukunya “ser
Nederlandsch rech” memberikan beberapa ciyi, Yaitu :

a. Adanya lingkungan/daerah batas yang lebih kecil dari Negara.

b. Adanya penduduk miskin dari jumlah yang mencukupi,

. Adanya kepentingan yang coraknya sukar dibedakan dari yang diurus oleh
negara, akan tetapi yang demikian menyangkut lingkungan itu, sebagai
penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya.

d. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk ‘menyelenggarakan

kepentingan-kepentigan tu.

€. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang dipertukan.

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah
kabupaten dan daerah kotg yang berwenang untuk menentukan dan
melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Prinsip peneyelenggaraan pemerintah daerah adalah -

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan,

** Maschuri Maschab, Catatan mata kuliah system pemerintah desa
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pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahanl‘:‘. Pada
dasawarsa terakhir ini para pakar terus mencari jawaban keberhasilan
pembangunan pada konsep good governance. Embrio pemikiran tentang good
governance pada dasarnya telah lahir melalui pemikiran Kuznets pada tahun
1955 dalam bukunya bgljudul Economic Grouth and Income Inequality.
Pemikiran secara spesifik kemudian dipertegas oleh M. Adil Khan dengan
menggunakan istilah good governance dalam mewujudkan keberhasilan
pembangunan. Pemikiran good governance dapat di lihat dari dua sudut
pandang, yaitu dari sudut pandang administrasi pembangunan dan sudut pandang
teori pambangunan. Dari dua sudut pandang tersebut dapat di simpulkan bahwa
good governance mensyaratkan hubungan yang harmonis antara negara,
masyarakat sipil dan swasta. Dengan demikian good governance mengandung
pengertian yang lebih luas dari government. Secara sederhana good governance
dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang
memungkinkan layanan publik yang efisien, sistem pengadilannya bisa
diandalkan, dan administrasinya bertanggungjawab pada publik'®.

Memurut OECD dan Word Bank mendefinisikan good governance

sebagai berikut :

14 diktat kuliah I, Drs, Muchamad Zaenuri, M.SL mata kuliah Akuntabilitas Sektor Publik, Y ogykarta,
2006 hal 9
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. “penyelenggaraan menajemen pembangunan yang solid dan bertanggung
jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran
salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara
politik maupun administratif, menjalankan anggaran disiplin anggaran serta
penciptaan Ief,'al and political frame work bagi tumbuhnya aktivitas
kewirawastaan'®”

Namun untuk ringkasnya good governamce pada umumnya diartikan
sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata “baik” disini dimaksudkan
sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar
good governance.

Prinsip adalah sebuah pernyataan fundamental atau kebenaran yang
menjadi pedoman kearah pemikiran atau tindakan. Prinsip muncul dari
pengalaman dan hasil pelaksanaan pekerjaan. Prinsip bukan hukum atau dogma,
prinsip dapat dinyatakan sebagai hipotesis kerja. Prinsip sebagai pernyataan
fundamental yang pada hakekatnya bersifat :

a. Praktis dalam arti bahwa prinsip selalu dapat digunakan terlepas dari waktu
atau saat diterapkan.

b. Relevan dengan sebuah ketentuan yang bersifat dasar dan luas hingga
dengan demikian menyediakan sebuah persepektif yang mencakup banyak

hal.
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C. Konsisten dalam arti bahwa dajam Situasj yang serupa akan timby] hasil

yang serupa juga 7

L. Partisipasi

pendapat  dalam proses  pengambilan keputusan, yang  menyangkut
kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung,
2. Penegakan Hukum
Mewujudkan adanya Penegakan hukum Yang adil bagi semug pihak tanpa
pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilaj-nilaj yang
hidup dalam masyarakat. |

3. Transparasi

" OECD dan Word Bank, diktat kulial L Drs. Muckhamad Zaenuri, MSI. mata uliah Akuntabilitgs
Sekior Publir, Yogykarta, 2006 hal 14
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Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota m
meningkatkan kesejahteraannya.

5. Daya Tanggap

Meningkatkan kepekaan para penyelenggars Pemerintah terh

adap aspirasj
Masyarakat tanpa terkecuali,

6. Wawasan Kedepan

Mmerasa memiliki dan jkut bertanggung Jjawab terhadap kemaju
7. Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala
bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,
8. Pengawasan

pembangunan dengan mengusahakan ketertiban swasta dan masyarakat Jyas,
9. Efisiensi dan Efektifitas
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Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada Mmasyarakat dengap

Mmenggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung

jawab.

10, Profesionalisme

®RUU Ombudsman RI BAB 1, Pasal |,
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“Ombudsman Nasional adalah ombudsman yang berkedudukan di ibukota
negara mengenai tindakan maladministrasi yang terjadi di seluruh wiliyah
Republik Indonesia”.

“Ombudsman Daerah adalah lembaga daerah yang diadakan untuk
mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintah daerah kepada

masyarakat di daerah propinsi dan atau daerah kabupaten/kota”.

a. Tujuan Ombudsman Republik Imionesia

1. Mendorong penyelenggara pemerintah yang bersih dipusat dan daerah,
sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, berdasarkan asas-asas
negara hukum yang demokratis, transparan dan bertanggung jawab.

2. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap
warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan
kesejahteraan yang semakin baik.

3. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan
dan pencegahan praktek-praktek maladministarasi, diskriminasi, kolusi,
korupsi serta nepotisme.

4. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat,
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1. Ombudsman Propinsi bersifat mandiri dan bukap merupakan bagian
dari ombudsman nasional,

2. Ombudsman kabupaten/kota bersifat mandiri dan bukan merupakan
bagian dari ombudsman Propinsi atau ombudsman nasional,

3. Pelaksanaan .ombudsman daerah dapat disesuaikan dengan tata cara
pelaksanaan ombudsman nasional, kecualj yang menyangkut badan

peradilan.

4. Peran Ombudsman Daerap dan  Ombudsman Nasional dalam
Mewujudkan Good Governanca
Peran menurut Soejono ialah :
“Peranan (role) adalah aspek dinamis dari syaty kedudukan atau status®'

Apabila Seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesyaj dengan
kedudukan maka ia melakukan suatu peranan, Suatu peranan paling sedikit
mencakup tiga hal :

a. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian Pperaturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan

masyarakat.

' Soerjono Soekanto, sosiologi suatu pengantar, Jakarta, Rajawali, 1987, hal 268-299

23




b. Peranan adalah suatu konsep perihal‘apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.

¢. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi
struktur sosial.

Sedangkan menurut Susanto pengertian peranan adalah :

“role atau peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari
hak dan kewajiban atau bisa disebut status subjek. Peranan dan status kait
mengkait, yaitu karena merupakan kedudukan yang memberi hak dan kewajiban,
sedangkan kedua unsur ini tidak akan ada artinya kalau tidak dipergunakan™°

Sedangkan menurut Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan sebagai
berikut

“Bahwa peranan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan”

Memperhatikan pengertian tersebut ombudsman Indonesia mengemban
misi untuk menciptakan suasana ataupun kondisi yang dirasakan lebih adil, lebih
manusiawi serta lebih transparan. Antara pejabat yang melaksanakan
pemerintahan dengan rakyatnya diharapkan lebih dekat dalam suasana pelayanan
dan bukan dalam suasana kekuasanaan. Dalam kondisi seperti itu maka antara
warga masyarakat yang memiliki hak memperoleh pelayanan dengan aparat yang
memiliki kewajiban memberikan pelayanan akan saling melakukan pengawasan

agar masing-masing pihak tidak melakukan penyimpangan.
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Ombudsman adalah wadah untuk menjembatani antara rakyat yang pada
hakekatnya merupakan sumber keknasaan dengan perintah yang pada hakekatnya
merupakan pemegang mandat untuk melaksanakan kekuasaan tersebut.
Ombudsman bukanlah pelaksana kekuasaan karena itu wewenang yang
dimilikinya hanyalah mencakup aspek-aspek pengawasan agar tidak terjadi
penyimpangan ataupun penyelewengan. Mengawasi pada hakekatnya merupakan
tindakan untuk secara terus menerus mengingatkan pelaksana agar tetap
memperhatikan ataupun mempedomi aturan kaidah, norma serta hukum yang
berlaku. Oleh karena itu ombudsman bukan pelaksana kekuasaan maka secara
kelembagaan juga bukan menjadi bagian dari kekuasaan sehingga dalam status
tersebut ia dapat menghindarkan diri dari status Conflict of Intrest. Dengan kata
lain ia lebih mandiri dan independent’’.

Ombudsman tidak memiliki kepentingan dengan status kekuasaan, juga
tidak berada didalam pemerintahan, oleh karena itu memiliki kebebasan bertindak
dalam menentukan pengawasan serta hasil-hasil pengawasan. Satu-satunya
kesamaan antara ombudsman dengan otoritas pemerintahan adalah misi
kepentingannya masyarakat dalam wujud memberi kesejahteraan, ketertiban serta
keadilan.

Berkaitan dengan otonomi daerah sesuai dengan hakekat otonomi itu

sendiri maka kekuasaan pemerintahan yang semula di dominasi oleh pusat akan

2l Antonius Sujata,”Peran Ombudsman Dalam Upaya Membanguna Good Governance”, Makaiah pada
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beralih ke daerah otonom®. Kewenangan yang terpusat sebagaimana kita alami
bersama telah memperlemah fungsi control karena kewenangan tersebut cendrung
untuk selalu memperbesar area kekuasaannya, baik secara fungsional maupun
institusional.

Mengingat hal itu ombudsman sebagai institusi pengawasan yang
independen serta memiliki integritas di daerah demi mewujudkan asas-asas
pemerintahan yang baik di daerah mutlak merupakan suatu kebutuhan. Dengan
kata lain ombudsman daerah itu perlu segera dibentuk oleh daerah itu sendiri
karena akan sangat membantu meningkatkan pengawasan. Pembentukan
ombudsman di daerah merupakan suatu tuntutan amat mendesak sejalan dengan
tuntutan yang berkaitan dengan implementasi desentralisasi kekuasaan atau
otonomi daerah.

S. Tugas dan Fungsi Ombudsman Derah Kabupaten Bangka

Dengan dibentuknya ombudsman di daerah kabupaten Bangka maka
sangat diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal agar
terciptanya suatu penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pelayanan publik
dapat berjalan dengan secara efisien. Adapun peran dan fungsi ombudsman
daerah ialah sebagai berikut :

a. Tugas Ombudsman
1. Menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas pokok

dan wewenang ombudsman kepada seluruh masyarakat di daerah.
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2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai institusi
pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi
kemasyaratan, organisasi profesi, pada ahli dan praktisi.

3. Melayani keluhan, laporan atau informasi dari masyarakat atas keputusan,
tindakan, perilaku pejabat, aparatur penyelenggaraan pemerintahan dan
penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau
bertentangan dengan hukum.

4. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti keluhan, laporan atau
informasi dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah dan penegak hukum.

5. Mempersiapkan konsep rancangan peraturan daerah tentang ombudsman
daerah.

b. Fungsi Ombudsman
Ombudsman Bangka memiliki fungsi melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintah serta penegakan hukum untuk
menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat agar terselenggara
dengan baik berdasarkan asas keadilan, persamaan dan prinsip-prinsip
demokrasi
6. Arti Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
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“segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di
pusat, di daerah, dan lingkungan badan usaha milik daerah dalam bentuk barang
dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pelayanan publik menurut RUU tentang Pelayanan Publik adalah :

“pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan
penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”, Dalam hal ini yang dimaksud
penyelenggara pelayanan publik adalah negara.

Mengikuti definisi tersebut diatas, pelayanan publik atau pelayanan umum
dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab
dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan lingkungan Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik daerah, dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya pelayanan publik atau

pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
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b. Pelayanan publik atay pelayanan umym yang di selenggarakan ofeh

Organisasi privat.

E. DEFINISI KONSEPSIONAL DAN DEFINISI OPERASIONAL,
1. Defenisi Konsepsional
Yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah bahwa dalam tahap ini
berusaha menjelaskan mengenai pembatas pengertian suaty konsep dengan
konsep lain yang merupakan suatu abstraksi hal-hal yang diamati agar tidak
terjadi kesalahpahaman, Dengan demikian definis; konsepsional adalah unsur

penelitian yang penting dan merupakan definisi yang di pakai oleh para peneliti
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untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atan fenomena

alami.®

a. Pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah suatu negara yang berdaulat
yang dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang atau badan yang
menjalankan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat daerah tersebut dan
dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan serta memberikan
pelayanan kepada warga yang ada diwilayah kekuasaannya.

b. Good Governance adalah suatu pengelolaan pemerintahan yang baik kata
"baik” disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai
dengan prinsip-prinsip dasar good governance.

c. Pelayanan publik merupakan bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang
publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab
dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau organisasi privat.

d Peran merupakan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.
e. Prinsip adalah sebuah pernyataan fundamental atau kebenaran yang menjadi
pedoman kearah pemikiran atau tindakan.
2. Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan
bagaimana caranya mengukur variable. Menurut Sofyan Effendi, salah satu

unsur yang memabantu komunikasi penelitian adalah definisi operasional yang

2 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Methologi Penelitian Survey, Jakarta, 1981, hal. 17
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merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variable diukur, membaca suatu
definisi operasional suatu penclitian seorang peneliti akan mengetahui baik
buruknya penelitian.**
a, Menerima laporan dari masyarakat.
1. Menerima laporan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
2. Meneliti syarat laporan yang diterima ombudsman.
b. Seberapa tanggap ombudsman dalam menangani pengaduan pelayanan
publik.
1. Melakukan klarifikasi laporan.
2. Melakukan investigasi.
3. Melakukan rekomendasi.
c. Keberhasilan ombudsman dalam menangani kasus-kasus yang diterimanya.
1. Keberhasilan rekomendasi kepada terlapor.
2. Keberhasilan rekomendasi kepada pelapor.
d. Hambatan ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik.
e. Pelaksaan program kerja
F. Metodelogi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Winarno

Surachman, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menuturkan,

mengklasifikasi, menggambarkan dan menganalisis masalah-masalah yang ada
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sekarang ini dengan menggunakan teknik tertentu, yaita wawancara, observasi
dan dokumentasi®.
Dari pendapat diatas, menegaskan bahwasanya penelitian deskriptif
kualitatif adalah penelitian yang mengutamakan teknik pengumpulan data dengan
cara menggambarkan suatu obyek penelitian yang telah ditentukan kriteria-
kriteria penyusunannya sehingga tersusun menjadi suatu laporan hasil penelitian.
2. Teknik Pengumpulan data
Metode teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
a. observasi
Adalah melakukan pengamatan dan pencacatan baik secara langsung
maupun tidak secara langsung terhadap objek penelitian untuk
memperlakukan data-data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak
secara langsung terhadap objek penelitian.
b. Wanwancara

Upaya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara
bertanya langsung kepada segenap anggota-anggota yang berada di
ombudsman daerah Bangka di Kabupaten Bangka, yakni : ketua Ombudsman
daerah Bangka merangkap angpota, Wakil ketua mefangkap anggota dan 2
orang anggota.

c. dokumentasi




Teknik dokumenter digunakan untyk mendapatkan data sekunder yaity
dengan: iehgpunakan data- yahg diperoleh dai catatan-catatan, biiki, AFSip-
arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian inj dan
diharapkan dapat meénjadi pelengkap dalaim menganalisa permasalahaq dalam
penelitian inj,

3. Unit Analisa
Unit analisa penelitian ini adalah Komjis; Ombudsman Daerah Kabupaten
Bangka,
4. Teknik Analisa Data
Dalam penelitian kualitatif cenderiing menguimnpiilkan dags yang banyak
tetapi tidak kepada penalaran teori. Data yang digunakan adalah data-data yang
téisedia, yaiig bétiipa data dokiiieéritasi das hasil Wawaicaia défigai Sitiber
yang telah dipilih. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini
adalak analisa data Kiialitatif, Urifiik meédiinjukkan gambaran sSituasi Sistémiatis
mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang sedang di
telifi taripa meédggiitidkan pethifiifigan statistik, jadi déngdii fiiefode didlisa data
yang digunakan, maka diharapkan diperoleh gambaran secara deskriptif tentang
aspek-aspek yaig iierijadi fokiis penelitiari sehirigga dapat sieniberikari
Jawaban atas masalah yang-akan di teliti, yang selanjutnya data tersebut dapat di
drialisa dari di intérprétasikian Kébéﬁﬁf&iﬂﬁjfé secdra Uriif proses pengumpu]an

data dapat di jelaskan sebagai berikut:
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- Setelah datg ditelaah, data Yang ada kemudjan disusun kedalam satuan-satuan

Virig dikateg6rikasi,

34




